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Abstrak

Penelitians"ini dimakSudkan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan program kebijakan
Perlindungan Petani Perkebunan Kelapa Sawit Atas Penyaluran Pupuk Bersubsidi di' Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu,Raya. Penelitian ini melihat' fenomena yang terjadi pada Implementas Peraturan Undang-
Undang Nomor. 195Tahun 2013 Tentang Perlindungan Terhadap  Petani dalam hal fini khususnya Petani
Perkebunan Kelapa Sawit. Fenomena yang terjadi yaitu kurangnya sikap para pelaksana“mempertegas peran
kamunikas antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan penyaluran pupuk
bersubsidi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan-pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa penerapan kebijakan tersebut oleh Dinas Pertanian Kubu Raya belum maksimal dilihat,dari beberapa
variabel ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, dan sikap
para pelaksana dan kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan palitik dalam memberikan perlindungan atas penyaltran
pupuk bersubsidi kepada masyarakat yang menerimanya. Berdasarkan analisis dari hasil wawancaral dan
observasi yang dilaksanakan peneliti berkesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang menmpengaruhi
keberhasilan implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi diantaranya kurangnya kontrol pemerintah
dalam’ penyaluran pupuk bersubsidi, kurangnya pengawasan tentang harga eceran tertinggi yang! sudah
ditetapkan dan keterkaitan kepentingan pribadi batk sosial,;ekonomi dan politik didalamnya. Saran yang dapat
diambil dari hasil penelitian yang dilakukan seharusnya Dinas Perkebunan Kabupaten Kubu Raya bekerja sama
dengan Dinas Perkebunan Kubu Raya harus mengawasi berjalannya kebijakan tersebut sehingga dapat
mensgj ahterakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.petani perkebunan.

Kata-kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ukuran dan Tujuan,.Komunikasi, Sikap Pelaksana.

THE IMPLEMENTATION:OF OIL PALM PLANTATION PREOTECTION POLICY
ON THEBISTRIBUTION OF SUBSIDIZED FERTILIZER IN RASAU JAYA
DISTRICT KUBU RAYA REGENCY

ABSTRACT

This research aimed to provide understanding on the implementation of oil palm plantation farmers protection
policy on the distribution of subsidized fertilier in Rasau Jaya district Kubu Raya Regency. This research viewed
the phenomenon happened on the implementation of Law No. 19/2013 on the protection of farmers, in this case
oil pam farmers. The phenomenon happend was that the executives who do not emphasize the role of
communication between organizations and the activities held to implement the distribution of subsidized
fertilizer. This research is descriptive qualitative research. The result shows that optimal viewed on several
variables such as the measurment and the purpose of policy, the communication between organization and the
executive’s activities, and the executive’s attitude in giving protection on the production tools of the distribution
of subsidized fertilizer to the people who receive it. Based on the analysis of the interview and observation
results, researcher conclude that there are several factors that inhibit the implementations of the policy. This
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research suggests that Plantation Office of Kubu Raya Regency should cooperate with Agriculture Office of
Kubu Raya Regency to supervise the implementation of the policy in order to increase the income and the

prosperity of plantation farmers.

Keywords: Policy |mplementation, Measure and Purpose, Communication, Executive Attitude.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Kalimantan Barat sangat
menjaga hasil dari perkebtnan daerahnya.
Kelapa sawit merupakan salahe Satu
tanaman perkebunan yang ‘memiliki nilai
ekonomi stinggi dan sangat prospektif
untukydikembangkan.

Pemerintah- telah berupaya untuk
melindungi..segenap masyarakatnya. guna
memajukan kesgjahteraan masyarakatnya
serta berbasis pada keadilan sosia dengan
membuat sebuah Undang-undang (UU)
nomor 19 tahun 2013
Perlindungan terhadap Petani dalam hal‘ini
khususnya petani perkebunan, yang secara
rinci dijelaskan pada pasal 21 ayat 1
difokuskan, pada pemberian | sarana

mengena

produksi tani melalui peyaluran pupuk
bersubsidi yang. tepat sasaran’ dan tepat
guna

Didalam kebijakan yang di “atur
dadam Undang-undang ini dijelaskan
bahwa kebijakan Perlindungan memiliki
tujuan untuk menyediakan prasarana dan
sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam
mengembangkan usaha Tani. Daam
Undang-undang ini pula dijelaskan pada
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pasa 1 bahwa perlindungan petani
merupakan segala upaya untuk membantu
petanidalam menghadapi permasalahan
kesulitan  memperoleh  sarana  dan
prasarana _ produks seperti  pemberian
subsidi benih, bibit, pupuk, pestisida sesuai
dengan standar dan mutu, kepastian usaha
seperti memberikan “jaminan peniasaran
hasil pertanian kepada _petani yang
melaksanakan usaha tani sebagai program
pemerintah juga keringanan pajak, resiko
harga seperti menciptakan kondisi yang
menghasilkan harga komoditas pertanian
yang menguntungkan bagi  petani,
kemudian menghindari kegagalan panen,
praktik ekonomi biaya tinggi, dan
perubahan iklim.

Salah satu cara pemerintah untuk
mengandalkan,  sektor
adalah melaui” pemberian Perlindungan
mengenai menyalurkan” pupuk bersubsidi

perkebunannya

kepada para petani perkebunan itu sendiri.
Sarana Produksi Perkebunan disini dalam
berbentuk penyaluran pupuk bersubsidi
jenis Nitrogen Phosphat Kalium (NPK)
kepada para petani plasma atau biasa di
sebut dengan petani swadaya mandiri,

yang mana mereka membei pupuk
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bersubsidi  kepada pihak distributor
ataupun koperas yang telah ditunjuk oleh
pemerintah dengan harga terjangkau per
kilogramnya guna memupuki lahan sawit
mandiri mereka agar mereka tidak perlu
mengeluarkan  banyak ongkos untuk
membeli pupuk non subsidi yang harganya
bisa berkali-kali lipat setiap kilogramnya
namun kualitasnya sama dengan pupuk
bersubsidi.

Dalam hal="ini pemerintah telah
menjamin _Kualitas - pupuk  bersubsidi
berjeniss" NPK yang mereka salurkan
kepada para petani-petani swadaya mandiri
masyarakat. Hanya sgja pemerintah disini
khususnya ‘Dinas yang ditunjuk ; oleh
pemerintah _kurang pengawasan ketat
dalam penyalurannya, ada pihak oknum
yang memanfaatkan kesempatan menjual
pupuk bersubsidi disini melebihi harga
yang 'sudah dipatokan oleh pemerintah
guna meraih untung berlimpah. Kontrol
pemerintah disini yang-kurang diperketat
dalam berjalanannya
Kebijakan Perlindungan Petani.yang-sudah
bagus dan sangat membantu para petani
ini, seperti
menyediakan

Implementasi

halnya®=kontrol dalam
prasarana dan sarana
penyaluran pupuk bersubsidi yang sampai
kepada tangan petani yang berhak
menerimanya.

Data mengenai penyaluran pupuk
pada tahun 2015,
bersubsidi tersebut terbilang cukup tinggi.

penyaluran pupuk
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Namun penyaluran tersebut tidak dapat
dirasakan oleh seluruh petani yang
hak-haknya yaitu

bersubsidi  sesuai

membutuhkan

penyaluran  pupuk
ketetapan dalam
penyaluran pupuk yang tinggi tidak disertai

Undang-Undang,

dengan peran aktif pemerintah guna
mengkontrol dan memantau langsung
bagaimana proses implementasi
dilapangan. Pupuk, yang paling banyak
disalurkan adalah pupuksNPK yang dapat
digunakan untuk segda  macam
perkebunan khususnya perkebunan_kelapa
sawit. Dan pupuk NPK merupakan pupuk
yang memiliki daya jual<"dengan harga
yang tinggi apabila telah gmasuk kepada
tangan kios-kios yang tidak-bértanggung
jawab dan tidak memiliki ikatan perjanjian
dengan pihak pemeritah.

Dari data yang diperoleh dari Dinas
Pertanian Kubu Raya jumlah penyaluran
pupuk yang telah direalisasika pada tahun
2015 adalah sebanyak 0,45% yang mana
tidak sebanding dengan banyaknya jumlah
pupuk yang telah disalurkan. Data yang
didapat dilapangan merupakan data para
petani yang menefima dan sisanya telah
terjual kepada para kios yang mengaku
penerima bantuan pupuk bersubsidi

Penelitian ini akan menelaah lebih
lanjut berdasarkan pandangan konsep teori
yang membatasi implementasi kebijakan
sebagal tindakan-tindakan yang dilakukan
oleh kelompok pemerintahan maupun
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swasta yang diarahkan untuk mencapai
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam
keputusan-keputusan kebijakan
sebelumnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh
implementor kebijakan. seperti komunikasi
antar organisas dan kegiatan-kegiatan
pelaksana, ukuran dan tujuan dari suatt
kebijakan dan skap para=pelaksana
kebijakan dan kondisi-kondsi  sosid,
ekonomi dan politik merupakan hal sasaran
yang palingspenting agar kebijakan dapat
dilaksanakan sesllai_ - dengan peraturan
daerah nomor” 19 tahun 2013 mengenal
Perlindungan terhadap Petani dalam hal ini
khususnya petani perkebunan, yang secara
rinci dijelaskan pada pasal 21 ayat 1
difokuskan.. pada pemberian sarana
produksi tani melalui peyaluran pupuk
bersubsidi yang tepat sasaran dan tepat
guna

Didalam kebijakan yang di atur
dadam Undang-undang ini dijelaskan
bahwa kebijakan Perlindungan .memiliki
tujuan untuk “menyediakan prasarana dan
sarana Pertanians yang dibutuhkan dalam
mengembangkan usaha=.Tani. Dalam
Undang-undang ini pula dijelaskan pada
pasal 1 bahwa perlindungan petani
merupakan segala upaya untuk membantu
petani dalam menghadapi permasalahan
kesulitan  memperoleh  sarana  dan
prasarana produksi seperti  pemberian
subsidi benih, bibit, pupuk, pestisida sesuai
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dengan standar dan mutu, kepastian usaha
seperti memberikan jaminan pemasaran
hasil pertanian kepada petani yang
melaksanakan usaha tani sebagai program
pemerintah juga keringanan paak, resiko
harga seperti menciptakan kondisi yang
menghasilkan harga komoditas pertanian
yang menguntungkan bagi  petani,
kemudian=menghindari kegagalan panen,
praktik ekonomi., biaya tinggi, dan
perubahant iklim. Meéelihat hal tersebut
pendliti inginsmenggali lebih, mendalam
mengenal Kebijakan
Perlindungan Petani Perkebunan Kelapa
Sawit Atas Penyaluran Pupuk Bersubsidi
di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu

Implementasi

Raya

Penelitian ini akan lebih
memfokuskan pada penilaian melalui
Kinerja kebijakan mengenai Ukuran dan
Tujuan Kebijakan, Komunikasi ‘Antar
Organisasi dan
Pelaksana dan Sikap Para Pelaksana dalam
Perlindungan. Petani Perkebunan Kelapa
Sawit Atas Penyaluran Pupuk Bersubsidi
di Kecamatan Rasau JayaK abupaten Kubu

Kegiatan-Kegiatan

Raya Tujuan..dari” penelitian ini adalah
untuk menggambarkan Kinerja
Implementasi  Kebijakan  Perlindungan
Petani Perkebunan Kelapa Sawit Atas
Penyaluran Pupuk Bersubsidi di
Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu
Raya.
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B. TINJAUAN PUSTAKA

K ebijakan Publik

Pada dasarnya terdapat banyak batasan
atau definisi mengenai apa yang dimaksud
dengan kebijakan publik (public policy)
dalam literature ilmu politik. Salah satt
definisi kebijakan  publik
diberikan oleh Robert="Eyestone (dalam
Winarno,2007:17)
“secara luas” kebijakan publik dapat

mengenal

mengatakan. bahwa

didefinisikan sebadai_“hubungan suatu unit
pemerintah dalam
Thomas R.Dye (dalam Winarno,2007:17)
mengatakan =bahwa kebijakan publik
adalah apapun yang dipilih pemerintah
untuk dilakukan dan tidak dilakukan.
Sedangkan menurut  Jenkins  (dalam

lingkungannya”.

nugroho, 2009:14) “keputusan yang
diambil oleh aktor politik atau kelompok
aktor berkenaan dengan tujuan dan cara
mencapainya di dalam situasi khusus”.

Selanjutnya Presman dan Wildacsky
(dalam winarno,2007:19) mendefinisikan
kebijakan publik sebagai “ suatu hipotesis
yang mengandung kondisi-kondis awal
dan akibat-akibat yang bisa diramalkan
Anderson (daam Nugroho, 2014; 151)
memerinci kebijakan publik menjadi lima
jenis, yaitu; 1) constituent 2) distributive 3)
regulatory 4) Self regulatory dan 5)
redistributive.
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Lowi (dalam Nugroho, 2014; 151 -
152) kebijakan yang secara formal dan
eksplisit berkaitan dengan pembentukan
struktur pemerintahan, dengan dibentuknya
peraturan (atau prosedur) untuk
pelaksanaan pemerintahan, peraturan yang
mendistribusikan atau membagi kekuasaan
dan yurisdiks dalam kebijakan pemerintah
sekarang dan masa depan yang mungkin
akan  dibuat.
meyalurkannya melalui

khususnya  Indonesia
birokrasi
pemerintahan dalam membangun aturan
atau prosedur untuk penyelenggaraan
pemerintahan. Aturan yang diitujukan
untuk mendistribusikan atau membagi
kekuasaan. Dengan begitu kebijakan ini
mengisyaratkan bahwa Negara, melalui
pemerintah, senantiasa hadir di tengah
masyarakat.

Dari beberapa pengertian kebijakan
publik (public policy) di atasi yang
dipaparkan oleh beberapa ahli, maka bisa
ditarik  beberapa perbandingan yaitu
kebijakan (policy)dan publik (public).
Kebijakan dapat dapat dinyatakan sebagai
Suatu usaha yang dilakukan oleh orang
secara persona-=maupun kegiatan yang
dilakukan oleh kelompok orang. Penting
untuk dipahami, apapun segala bentuk dan
jenis dari kebijakan yang dikeluarkan,
suatu kebijakan itu harus berpihak kepada
kepentingan masyarakat banyak tanpa

diskriminass dan daam jangkauan
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kemampuan sumber daya dan aktor untuk
mengimplementasikannya.

Implementasi

Kebijakan publik harus memegang
teguh aspek keadilan bagi masyarakat atau
untuk warga negaranya. Artinya jika suatu
kebijakan tidak tepat atau tidak dapat
mengurangi masalah yang_ smerupakan
sasaran dari pada kebijakan itu sendiri,
maka kebijakap®" itu mungkin akan
mengalami kegagalan sekalipun kebijakan
tersebeut diimplementasi kan dengan sangat
baik:

Menurut pendapat Pressman dan
Wildavsky (Parsons  2005; 466)
mengatakan bahwa “implementasi
memerlukan kontrol dan komunikasi yang
kebijakan
membutuhkan sumberdaya agar kebijakan

top-down. Implementasi
dapat dijalankan dengan baik.”
George C, Edwards _(dalam
Winarno,' 2007:174) menyatakan bahwa
“implementasi kebijakan-merupakan salah
satu  tahap “tkebijakan | publik;. antara
pembentukan kebijakan dan konekuensi-
konsekuensi  kebijakan“-bagi__masyarakat
yang dipengaruhinya”. Jika  suatu
kebijakan tidak tepat atau tidak dapat
mengurangi masalah yang merupakan
sasaran dari kebijakan, maka kebijikan itu
mungkin mengalami  kegagalan, jika

kebijakan tersebut kurang
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diimplementasikan dengan baik oleh para
pel aksana kebijakan.

Banyak ahli mengatakan bahwa
gagasan Van Meter dan Van Horn yang
lahir tahun 1975 merupakan salah satu
karya klask daam teori implementas
kebijakan. Van Meter dan Van Horn
(2975; 462-465), (ddam Budi Winarno,
2002; 106%=,118) mengemukakan beberapa
variabel yang dapat menunjang
keberhasilan suatu kebijakan yaitu ukuran-
ukuran dan tujuan kebijakan;.komunikas
antar organisas  dan’ kegiatan “kegiatan
pelaksana, sikap para pelaksana, sumber-
sumber kebijakan, karakteristik kebijakan
dan kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan
politik.

Pengukuran keberhasilan
implementasi dapat dilihat dari prosesnya
dengan mempertanyakan apakah pelaksana
program sesuai dengan yang | telah
ditentukan yaitu melihat pada
actionprogram dari individual' project
apakah 'tujuan program tersebut tercapai
(dalam Agustino, 2006:139):

Maka dapat disimpulkan bahwa
implementasi_kebijakan merupakan suatu
proses yang dinamis, dimana pelaksana
kebijakan melakukan suatu aktifitas atau
kegiatan, sehingga pada akhirnya akan
mendapat suatu hasil yang sesuai dengan
tujuan yang melaui proses kebijakan
secara keseluruhan dapat  dipengaruhi
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tingkat  keberhasilan atau  tidaknya
pencapai an tujuan.

Model yang pendliti  gunakan
sebagal penelitian ini adalah model teori
Van Meter dan Van Horn (1975; 462-465),
(dalam Budi Winarno, 2002; 106 — 118)
mengemukakan beberapa variabel yang

mempengaruhi  keberhasilan implementasi

kebijakan, yaitu :
1. Ukuran dan tujuan kebijakan.
Variabel ini-  didasarkan =~ pada

kepentingansutama terhadap faktor-faktor
yang menentukan._ kinerja  kebijakan.
Indikator-indikator  kinerja ini  menilai
sgauh mana ukuran-ukuran dasar dan
kebijakan telah
direalisaskian. Ukuran-ukuran dasar ini

tujuan-tujuan

bertujuan.... menguraikan  tujuan-tujuan
keputusan kebijakan secara menyeluruh.
Dalam melakukan studi implementas,
tujuanttujuan dan sasaran-sasaran Suatu
program. yang akan dilaksanakan. harus
diidentifikasi dan ~diukur  karena
implementasi tidak dapat—berhasil atau
mengalami kegagal an bila tujtan-tujuan itu
tidak dipertimbangkan.
2. Komunikasi antar organisasi_terkait dan
kegiatan-kegiatan pel aksanaan.
Komunikasi didalam dan antara
organisasi-organisas merupakan  suatu
proses yang kompleks dan sulit. Menurut
Van Horn dan Van Meter prospek-prospek
tentang implementass yang  efektif

ditentukan oleh keelasan ukuran-ukuran
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dan tyjuan-tujuan  kebijakan  yang
dinyatakan dan oleh ketepatan dan
konsistenss dalam  mengomunikasikan
ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan
tersebut.

3. Sikap para pelaksana.

Pemahaman  pelaksana  mengenai
tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar
dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan
satu hal yang penting.
Implementasi kebijakan yang berhasil harus
diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan
tersebut secara menyeluruh. Hal ihi_berarti
bahwa kegagalan suatu implementasi
kebijakan  sering  diakibatkan  oleh
ketidektaatan sikap para” pelaksana
kebijakan.

4. ' Kondisi-kondisi Sosia, Ekonomi dan

Politik

Dampak kondisi-kondis  ekonomi,
sosial dan politik pada kebijakan ipublik
merupaka pusat perhatian yang besar. Para
peminat  perbandingan  polittk  dan
kebijakan publik. secara khusus tertarik
dalan mmengidentifikasikan  pengaruh
variabel-variabel lingkungan pada hasil-
hasil kebijakan=Didalam implementasi
kebijakan perlindungan petani perkebunan
kelapa sawit atas penyaluran pupuk
variabel

ekonomi, sosial dan politik menjadi sangat

bersubsidi kondisi-kondis

penting dan menjadi acuan kita dalam

melihat keberhasila suatu implementas
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yang dipengaruhi oleh variabel tersebut
atau tidak dipengaruhi.

Kerangka Pikir

Agar penelitian berjalan di arah yang
benar, maka peneliti membuat suatu pola
berfikir  untuk

kerangka menjawab

permasalahan yang digukan pada
penelitian Proses implementasi“kebijakan
pemerintah dalam Perlindungan Petani
Perkebunan Kelagpa Sawit Atas Penyaluran
Pupuk bersubsidi di Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu, ‘Raya akan dilihat dari
teori*Van Horn dan Van Meter (dalam
buku Winarno, 2002; 102) yang membatas
implementasi™: adalah sebagal tindakan-
tindakan “yang di lakukan oleh individu-
induvidus.. (atau  kelompok-kelompok)
pemerintah yang di arahkan untuk
mencapal  tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan dalam keputusan-keputusan
kebijakan sebelumnya. Melalui 3 variabel
yaitu : ukuran-ukuran.dasar dan tujuan
kebijakan,
dan kegiatankegiatan pelaksana; dan sikap

komunikasi--antar.. organisasi

para pel aksana.
Lihat gambar 01 Kerangka pikir pada

halaman berikutnya;
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Gambar 01.
Bagan Kerangka Pikir

Implementasi Kebijakan
UU nomor 19 Tahun 2013 diperjelas dalam pasal
3 mengenai Perlindungan Pelaku Usaha
Perkebunan Secara Berkeadilan dan
Memberikan Hak Sarana Produksi Dalam
Mengembangkan Usaha Tani dan Surat Keputusan
Permendag No 17/M-DAG/PER/6/2011
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi Untuk Petani

v

Hak petani perkebunan kelapa sawit mandiri untuk
mendapatkan Perlindungan atas penyaluran pupuk
bersubsidi.

v

Variabel Van Horn dan Van Meter :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan,

2. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan —
kegiatan pelaksana,

3.  Sikap ParaPelaksana.

4. Kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan politik

v

Output:

1) Memahami Kesesuaian Konsep
Implementasi  Kebijakan  Perlindungan
Petani dalam Kondisi Petani atau Pekebun
Setempat.

2) Menemukan konsep Implementasi
Kebijakan Perlindungan Petani/Pekebun
berakar pada kondisi penyaluran hak sarana
produksi pada petani atau pekebun setempat.

3) Memahami kajian Implementasi Kebijakan
Perlindungan untuk meningkatkan
kesgjahteraan hidup masyarakat sehingga
terjadi suatu perubahan dalam pola hidup
masyarakat di sekitarnya.

4) Memahami kajian Implementasi Kebijakan
Perlindungan sesuai dengan kondisi-kondisi
keadaan sosia, ekonomi dan politik
setempat.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini  penulis
menggunakan pendekatan kualitatif dengan
jenis penelitian deskriptif, penyelesaian
masalah

menggambarkan situasi tertentu, sikap,

dengan menggambarkan
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perilaku, pandangan, fenomena, proses
yang berlangsung dimasyarakat khususnya
dalam Implementasi Kebijakan
Perlindungan Petani Perkebunan Kelapa
Sawir Atas Penyauran Pupuk bersubsidi
di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu
Raya. Suatu penelitian kualitatif deskriptif
diperdalam melalui cara mendeskripsikarn,
mencatat, menganalisa dan
mengintrepretasikan kondsi-kondisi  yang
sekarang ini terfadi. Langkah-langkah
penelitian yang dilakukan peneliti dalam
penelitian ini adalah.sebagai berikut :
1. Studi Pendahuluan (pra survey)

Tahap awal dilakukan dengan studi
dilakukan wntuk

memperoleh_ segala informasi mengenal

pendahuluan™: yang

penelitian.._yang akan dilakukan atau
dengan caraturun langsung ke lapangan:
2. Membuat usulan penédlitian

Setelah melakukan studi pendahulan
kemudian dilanjutkan dengan membuat
usulan penelitian. Daam pembuatan
usulan didahului studi pendahuluan yang
datanya merupakan data -Yyang. :sesuai
dengan masalah'yang akan ditdliti, setelah
dilakukan  maka
panduan penelitian dibuat dalam bentuk

studi  pendahuluan

usulan penelitian dengan melakukan
elaborasi
mendukung dan yang menghambat proses

berbagai sumber yang

penelitian.
3. Melakukan penelitian
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Melakukan penelitian dilakukan untuk
mendapatkan data-data, maupun informasi
yang dibutuhkan sebaga pendukung dalam
sebuah penelitian baik data skunder
maupun data primer, data primer adalah
data yang didapatkan langsung oleh
peneliti saat dilapangan sedangkan data
skunder adalah data yang didapatkan oleh
peneliti dari.informan atau sumber-sumber
data atau dokumen yang ada seperti
dokumen penyaluran pupuk bersubsidi dari
instans pemerintahan ( Dinas Pertanian
Kabupaten Kubu Raya) dan informan yang
dapat dipercaya dalam memberikan
informasi mengenal penelitian.

4. Membuat |aporan penelitian

Laporan  penditian ini  dibuat
berdasarkan data-data yang diperoleh pada
saat obsevasi penelitian, hasil penelitian
tersebut dibuat dalam bentuk sebuah
tulisan (skripsi).
1.Melakukan wawancara dengan; subjek

penelitian.

Melakukan wawancara dengan Kasi
Bidang mSarana dan Prasarana Produksi
Dinas Perkebunan Kabupaten Kubu Raya,
dan Kepaa Bidang Penyauran Pupuk
Bersubsidi Dinas Pertanian Kubu Raya.

Adapun tempat penelitian yang
diteliti penulis adalah di Kecamatan rasau
Jaya Kabupaten Kubu Raya. Adapun
subjek yang dimintai keterangan dalam
penelitian ini adalah :
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1. Kas Bidang Sarana dan Prasarana
Produks Dinas Perkebunan Kabupaten
Kubu Raya

2. Kepala Seksi Produksi dan Pemasaran
Hasil dan Pemasaran Hasil Perkebunan
Dinas Perkebunan Kabupaten Kubu
Raya

3. Kepala Bidang Penyaluran Pupuk
Bersubsidi Dinas Pertanian Ktbu Raya

4. Kios dan Koperasi# Penyalur Pupuk
Bersubsidi Resmi

5. Petani Swadaya Mandiri Perkebunan
Kelapa Sawit Kecamatan Rasau Jaya 3
orang.

Teknik penelitian

wawanara “secara mendalam  (depth

mengadakan

Interview). atau tanya jawab secara
langsung=.dengan para narasumber atau
informan yang ditetapkan sesuai dengan
kriteria dan tujuan peneliti serta berbagai
pihak sumber datangnya informasi. Teknik
analisis|data meliputi reduks data, yaitu
hasil wawancara yang dilakukan diringkas
dalam bentuk rangkuman- atau - intisari
kemungkinan‘idilakukan editing terbatas,
tujuannya adalah data yang di analisis
merupakan data  yang...benar-benar
berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Kemudian penygjian data penyagjian
data dilakukan dalam bentuk wawancara
yang dilakukan dam disgikan dalam
bentuk catatan atau tulisan yang mudah
dibaca sehingga memudahkan dalam
melakukan analisis data, dan terakhir
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verifikas data yaitu
kessmpulan.Teknik keabsahan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah

triangulasi sumber yang mana triangulasi

penarikan

sumber mengharuskan peneliti
melakukanpengecekan data yang telah
diperoleh melalui

informan yang ada.

beberapa sumber

D HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-
Tujuan Kebijakan
Variabel ini

kepentingan utama terhadap.-faktor-faktor

didasarkan  pada

yang menentukan keberhasilan suatu
kebijakan, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-
tujuan  kebijakan  berguna  dalam

menguraikan  tujuan-tujuan  keputusan
kebijakan. secara menyeluruh.; Suatu
program yang akan dilaksanakan harus
diidentifikasi dan  diukur  karena
implementasi. ‘tidak dapat ;berhasil atau
mengalami kegagalan bilatujuan-tujuan itu
tidak dipertimbangkan.
Keberhasilan

perkebunan kelapa sawit diharapkan dapat

pembangunan

mengurangi ketimpangan pendapatan antar
golongan masyarakat dan daerah, di
mana  sasaran utamanya  adalah
meningkatkan  pendapatan masyarakat
dan mengurangi penduduk miskin di

10



PublikA, Jurnal S-1 llmu Administrasi Negara VVolume 6 Nomor 2 Edis Juni 2017

pedesaan dengan memberdayakan ekonomi
rakyat, selanjutnya diharapkan masyarakat
dapat menjadi lebih mandiri. Pemerintah
Undang-undang  (UU)
nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan
terhadap Petani Perkebunan dan Peraturan

mengeluarkan

Menteri Pertanian (Permentan) nomor
98/Permentan/OT.140/9/2003

Pedoman

tentang
Perkebunan
mengamanatkan  perlindungan terhadap
para pekebun bak petani . pekebun

Perijinan

(perkebunansrakyat) maupun perusahaan
perkebunan besar. Perlindungan
sebagaimana dimaksud dalam UU dan
Permentan _tersebut bermaksud': untuk
memberikan kemudahan dalam
memperoleh_Sarana Produksi Perkebunan
yang tepal.guna dan tepat harga, untuk
mencegah  konflik dan  memajukan
perekonomian  daerah. Dan  telah
oleh Surat Keputusan
No.17/M-DAG/PER/6/2011

tentang pengadaan dan-penyaluran pupuk

diperbaharui
Permendag

bersubsidi untuk petani.

Daam penyaluran pupukbersubsidi di
Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu
Raya data penyaluran™pupuk tidak dapat
dikontrol dari data masuk hingga data
pengeluaran pupuk. Pupuk dibagi dalam
dua jalur, yang pertama jalur penyaluran
pupuk bersubsidi untuk pertanian sawah
dan tanaman pangan dan jalur yang kedua
adalah untuk perkebunan kelapa sawit.
Pelaksanaan teknis lapangan oleh UPTD
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sebagai badan yang ditugaskan langsung
dari Dinas Pertanian Kabupaten Kubu
Raya sebaga penyuluh dan pengontrol,
tidak berjalan dengan efektif. Masih
banyak masyarakat yang seharusnya
mendapat jatah subsidi  pupuk oleh
pemerintah menjadi tidak mendapat dan
dengan terpaksa membeli pupuk non-
subsidi yang harganya lebih maha dari
harga subsidi

Pengontrolan  yang. tidak efektif
menyebabkan sterjadinya praktek curang
pihak: ' kios yang ! mengatasnamakan
penerima  bantuan pupuk  bersubsidi
menjadi penjual pupuk befsubsidi diluar
kontrak kerjasama dengan Dinas Pertanian
Kabupaten Kubu Raya. Kieskios nakal
tersebut membeli pupuk bersubsidi untuk
kemudian dijua kembali dengan harga
yang lebih tinggi dari Harga EcCeran
Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh
pemerintah. Dengan data yang tidak dapat
terkontrol dan pemborongan pihak kios
nakal yang mengatasnamakan masyarakat
penerimay bantuan pupuk  bersubsidi,
dengan demikian petani perkebunan yang
seharusnya__dilindungi  akan haknya

menjadi terabaikan.

2. Komunikas Antar Organisas dan
Kegiatan-K egiatan Pelaksana
diddam dan diluar

organisasi-organisas merupakan  suatu

Komunikasi

proses yang kompleks dan sulit. Menurut
11
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Van Meter dan Van Horn prospek-prospek
tentang implementass yang  efektif
ditentukan oleh keelasan ukuran-ukuran
dan tujuan-tujuan yang dinyatakan oleh
ketepatan dan  konsistens dalam
mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan
tujuan-tujuan tersebut. Implementasi yang
berhasi| seringkali dibutuhkan mekanisme=
mekanisme dan prosedur-prosedur
lembaga.

Dalam hubungan=hubungan
antarorganisasl maupun ‘antar-pemerintah,
terdapat+2 (dua) tipe kegiatan pelaksana
yang'merupakan ha yang paling penting
yang pertama yakni nasihat dan ‘bantuan
teknis yang dapat diberikan. Dalam hal ini
Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya
yang bekerja sama dengan Dinas
Perkebunan dalam mendukung kesukses
sebuah tujuan bersama yaitu dapat
mensgjahterakan  petani perkebunan
dengan melindungi hak-hak mereka harus
dapat mengontrol proses berjalannya
pengimplementasian  sebuah._._kebijakan
tersebut.

Kontrol, danikomunikasi harus dijain
dalam pelaksanaan teknis__dilapangan.
Sosialisasi
harapan menarik partisipasi masyarakat

dapat dijalankan  dengan

petani agar dapat ikut mengkontrol dan
mengawasi penyaluran pupuk bersubisidi
yang ada, dan petani juga diharapkan dapat
bersumbangsi besar dengan memperlancar
data penyaluran pupuk yang semestinya
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sesuai administras yang dibutuhkan baik
oleh koperasi dan pemerintah.

Kedua adalah atasan dapat
menyadarkan pada berbagai sanksi, baik
positif maupun negatif. Suatu strategi yang
serupa adalah dengan menentukan kondisi-
kondisi dan  persyaratan-persyaratan
prosedural, misanya sistem laporan dan
sistem akuntas dalam regulasi-regulas
yang menyertal penerjemahan dana-dana.
Dalam | ati dinas pertanian sebagai
penyalur pupuk bersubsidi “harus dapat
mengatur  struktur- | organisasiy, yang
dibawahinya menjalankan tugasnya dengan
baik dan tepat pada sasaran tujuan tersebut
dibuat. Mengikuti sanksi dan persyaratan
prosedural. Adanya pihak.yang dapat
dipercaya mengkontrol berjalannya seluruh
penyaluran di Kecamatan Kubu Raya
dengan efektif.

Komunikas antar organisasi* dan
kegiatan-kegiatan pelaksana seharusnya
dapat dibina oleh beberapa pihak yaitu
Dinas ' Pertanian. sebaga,;’ penyalur
kebijakan pupuk bersubsidi bagi para
petani perkebunan kelapa sawit kemudian
Dinas Pertanian~"memerintahkan  Unit
Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) untuk
mengontrol penyaluran pupuk bersubsidi
agar tersdur dengan rata dan dapat
dinikmati oleh seluruh petani bak itu
petani tanaman pangan maupun petani
perkebunan kelapa sawit sesuai porsinya
yang telah diatur penyalurannya melaui
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pendataan dikoperas ataupun kios yang
bekerja sama dengan Dinas Pertanian
Kubu Raya, dan kemudian dilanjutkan
pengimplementasian  kebijakan tersebut
oleh koperas atau kios yang betanggung
jawvab menyediakan pupuk bersubsidi
kepada petani pemilik  perkebunan
swadaya mandiri dan menygjikan data
lengkap atas penyaluran pupuk-bersubsidi
sesuai porsinya kepada® Dinas Pertanian
Kubu Raya agar dapat _dipertanggung
jawabkan kedepannya.

Namun pada “berjalannya kebijakan
tersebut  kontrol  komunikasi  antar
organisasi dan kegiatan-kegiatan
pelaksanaan™hilang dan tanpa dapat
mempertanggungjawabkannya. Sedangkan
bersubsidi  oleh

distributor resmi yang bekerjasama dengan

penyaluran.. pupuk

Dinas Pertanian selalu lancar, tetapi
kontrol Dinas Pertanian terhadap kegiatan-
kegiatan pelaksana seperti Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) dengan pihak kios
dan koperasi. yang memiliki-izin resmi dari
pihak Dinas:. Pertanian | tidak  diawasi
dengan serius.

Kisar harga yang=.relatif tinggi
membuat para petani tersebut merasa tidak
dilindungi oleh pihak pemerintah. Proses
implementasi  kebijakan yang kurang
efektif menimbulkan rasa ketidakadilan
diantara petani yang tidak dapat menikmati
pupuk  bersubsidi yang seharusnya

dilindungi hak-hak sarana produksi mereka
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atas penyaluran pupuk bersubsidi untuk
petani perkebunan swadaya mandiri kelapa
sawit.

Komunikas antar organisasi dan
kegiatan-kegiatan pelaksana disini
seharusnya sangat diperlukan dalam
menjalankan  suatu  kebijakan  yang
memiliki tujuan yang sangat baik sehingga
daam implementasinya dapat menjadi
tepat sasaran, dan“mendapat respon positif
dari “yang merasakan dan dapat
mensgjahterakan s masyarakat., khususnya
petani perkebunan sawit swadaya:mandiri
yang menerimanya.

3. Sikap Para Pelaksana

Didalam Kebijakan
Perlindungan Petani Perkebunan Kelapa
Sawit Atas Hak Sarana produks | di

Keecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu

Implementasi

Raya ini pemahaman mengenai arahisikap
pelaksana terhadap ukuran-ukuran' dasar
dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu
hal yang sangat penting. Sikap para
pelaksana tentang tujuan umum maupun
ukuran-ukuran', dasar dan; tujuan-tujuan
Kebijakan merupakan satu hal yang
penting. Implementas kebijakan yang
berhasil harus diikuti oleh kesadaran
terhadap  kebijakan
menyelurun. Hal ini  berarti  bahwa

tersebut  secara
kegagalan suatu implementas kebijakan
sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para

pel aksana terhadap kebijakan.
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Daam kondisi seperti inilah persepsi
individu memegang peran. Dalam keadaan
ketidaksesuaian kognitif, individu mungkin
akan berusaha menyeimbangkan pesan
yang tidak menyenangkan dengan
persepsinya tentang apa yang seharusnya
merupakan keputusan kebijakan. Menurut
Van Meter dan Van Horn, intensitas sikap
para pelaksana akan memengaruhi proes
dari berjaannya suatu.kebijakan tersebut.
Daam arti, bahwa kelompok=kelompok
manusia menemui - kesulitan  untuk
melaksamakan tindakan-tindakan® ‘secara
efektif karena mereka tidak mempunyal
kepercayaan-kepercayaan yang mendasari
tindakan-tindakan tersebuit.

Intenditas sikap para pelaksana disini
akan memngaruhi berjalannya suatu proses
kebijakan. Sikap dari  pihak-pihak
pelaksana yang lepas kendali dengan tidak
mengkontrol dan  meninjau  kembali
bagaimana proses implementas. yang
sedang dijalankan membuat kebijakan
yang sudah’bagus tersebut-menjadi seakan
tidek ada hasil dikarenaka' :sikap, para
pelaksana kebijakan yang perannya sangat
diperlukan tersebut.

Sosidlisas mengenai  pembinaan dan
pelatihan juga tidak dilakukan dengan
efektif, dan tidak merata keeseluruh desa
daam lingkup Kecamatan Rasau Jaya.
Kepaa Desa Bintang Mas menjelaskan
bahwa selama ini pelatihan dan pembinaan

di desa mereka dilakukan hanya dengan
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kegiatan bertukar pendapat dengan warga-
warga yang memiliki pengalaman lebih
dalam bidang perkebunan kelapa sawit.
Sikap para pelaksana harus |ebih tegas lagi
dadam  mengimplementaskan  sebuah
kebijakan, agar tidak ada yang merasa
dirugikan dengan proses yang telah
pemerintah upayakan.

Tantangan dari lingkungan seperti para
dijelaskan
sebelumnya merupakanshal yang wajar

kios-kios  nakal., seperti
terjadi, mengingat pemberlakuan
pengawasan yang masih tergolong lemah
terhadap para pihak-pihak yang termasuk
didalam pengimplementasfan kebijakan
ini. Sehingga perlunya kesadaran diri dari
satu sama lain untuk saling jmmengingatkan
kewgjibannya pada divisnya masing-
masing. Namun yang lebih terpenting, lagi
adalah bagaimana cara yang dilakukan
oleh dinas terkait untuk melakukan
pengawasan atau program-program Kkerj
yang lebih baik lagi untuk meningkatkan
pengawasan ._terhadap data ;' penyaluran
pupuk bersubsidi ini agar lebih tepat pada

Sasaran kebijakan ini.
4. Kondisi-Kondis Sosial, Ekonomi dan

Politik

Dampak kondisi-kondis  ekonomi,
sosial dan politik pada kebijakan publik
merupakan pusat perhatian yang besar.
Para peminat perbandingan politik dan
kebijakan publik secara khusus tertarik
daam  mengidentifikasikan  pengaruh
14
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variabel-variabel lingkungan pada hasil-
hasil kebijakan.

Kondisi-kondisi sosia, ekonomi dan
politik akan saling berpengaruh dengan
adanya suatu  implementas yang
dikarenakan sebuah

implementasi akan menyangkut berbagai

bersangkutan,

pihak dalam pelaksanaannya. Hambatan®
hambatan yang terjadi pada implementasi
kebijakan perlindungan-petani perkebunan
kelapa sawit atas penyaluran = pupuk
bersubsidi . di Kecamatan "Rasau Jaya
Kabupaten KubuRaya berupa monopoli
harga dan kecurangan-kecurangan yang
terjadi atas_keldaian pihak pemerintah
daam mengkontrol penyaluran pupuk
bersubsidi - tersebut sehingga tidak tepat
pada sasaran.

Diketahui  tujuan dari  suatu
kebijakan adalah untuk mensegjahterakan
masyarakatnya, dan membantu
mengurangi  sedikit masyarakat. yang
Keadaan
pada Desa--Bintang Mas

memang 'seharusnya dibantu.
ekonomi
khususnya yang sebagian."besar . mata
pencaharian penduduknya adalah sebagal
petani perkebunan khtisusnya_perkebunan
kelapa sawit yang mana mereka hanya
memiliki lahan yang terbatas. Lahan
bantuan  pemerintah  khusus  untuk
penduduk transmigran yang lokasinya jauh
dari pusat kota.

Mereka memanfaatkan dengan baik

lahan tersebut untuk mereka kelola sebagai
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mata pencaharian utama mereka. Yang
seharusnya pemerintah sudah penuhi hak-
hak mereka dengan adanya kebijakan
penyaluran pupuk bersubsidi, yang dapat
mereka beli dengan harga murah tetapi
lepas kontrol dari pemerintah
menyebabkan sebagian masyarakatnya
tidak dapat menikmati penyaluran pupuk
bersubsidi=tersebut. Permainan harga yang
dilakukan oleh "sebagian oknum-oknum
yang ingin:mendapatkanspendapatan |ebih
dengan bersubsidi
melebihi aturan batas yang ditetapkan oleh

membeli  pupuk

pemerintah, dan kemudan pupuk tersebut
mereka jual kembali dengén harga yang
sangat tinggi. Karena keadaan yang
mendesak dan perkebunan gmereka yang
harus tetap mereka berikan pupuk minimal
tiga bulan sekali dan maksmima setiap
satu bulan sekali menjadikan masyarakat
tetap membeli pupuk bersubsidi tersebut
dengan_harga yang sudah dinaikan oleh
oknum-oknum kios yang tidak
mendapatkan..izin
tersebut.

Kondis seperti ini_berkaitan dengan

penjualan  pupuk

skap sosid_pemerintah melihat kebijakan
yang mereka implementasikan tidak dapat
berjalan efisien dan dinikmati oleh seluruh
masyarakat yang berhak menerimanya,
keterkaitan antar sosial dan politik yaitu
kepentingan pribadi para pejjabat-pejabat
pemerintah disini sangat terlihat. Keadaan
politik berdasarkan kepentingan pribadi
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diantara pejabat-pejabat pemerintah disini
membuat implementasi berjalan dengan
tidak semestinya. Kontrol dari pihak atas
terhadap para pelaku kebijakan sangat
diperlukan guna keberhasilan  suatu
implementasi  kebijakan yang sesuai
dengan tujuan-tujuan mengenai untuk apa
kebijakan tersebut dibentuk.

E. KESIMPULAN

Berbagai pemaparan " tentang
Implementasi = Kebijakan  Perlindungan
Petani Perkebunan Kelapa Sawit Atas Hak
Sarana Produksi  Penyaluran  Rupuk
Bersubsidi- di Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten.Kubu Raya yang telah pendliti
jabarkan diatas dengan menggunakan teori
yangada, maka ada beberapa kesimpulan
dari pembahasan tersebut, yaitu sebagal
berikut :

1. Ukuran-ukuran dasar-dan tujuan-tujuan
kebijakan
Ruang lingkup (cakupan)-"perlindungan
yang diatur ‘didalam Undang-Undang
Nomor 19 Tahun==2013 Tentang
Perlindungan Terhadap Petani
Perkebunan diperjelas dalam pasa 3
mengenai Perlindungan Pelaku Usaha
Perkebunan Secara Berkeadilan dan
Penyaluran  Pupuk
Bersubsidi Dalam Mengembangkan
Usaha Tani dan Surat Keputusan

Memberikan
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Permendag No 17/M-DAG/PER/6/2011
tentang Pengadaan dan Penyauran
Pupuk Bersubsidi Untuk Petani. bidang
program yang terlalu luas dan sifat
tujuan yang kompleks, namun tidak
didasari dengan ukuran-ukuran
kemampuan pihak pemerintah untuk
mengatas  kemungkinan-kemungkinan

buruk yang akan terjadi

.. Komunikasi ™antar organisas dan

kegiatan+kegiatan pelaksanaan

Adanya pengaruh dari komunikasi yang
kurang efektif ~dalam mekanisme-
mekanisme lapangan dan prosedur-
prosedur lembaga. Atasah yang kurang
menyadarkan pada sanks bak itu
sanks positif maupun negatif demi
kelancaran suatu proses implementasi.
Komunikas  anatarorganisasi | dan
kegiatan-kegiatan  pelaksana |perlu
diperkuat, dengan menunjukan;® sikap
persuasif bersama-sama menggjak para
pegabat dinas. melakukan j'tugasnya
dengan _sebalk  mungkin  demi

kesej ahteraan para petani perkebunan.

. Sikap para pelaksana,

Intensitas_sikap™ para pelaksana akan
memengaruhi proses dari berjalannya
suatu kebijakan. Sikap dari pihak-pihak
pelaksana yang lepas kendali dengan
tidak mengkontrol dan meninjau
kembali bagaimana proses
implementasi yang sedang dijalankan
membuat kebijakan yang sudah bagus
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tersebut menjadi seakan tidak ada hasil
dikarenakan skap para pelaksana
kebijakan yang perannya sangat
diperlukan untuk menunjang proses
keberhasilan kebijakan

. Kondisi-kondisi Sosial, Ekonomi dan
Politik

Keterkaitan antara berbagai kepentingan
pribadi baik dari segi sosial, ekonomi
dan politik pejabat:pgabat pemerintah
daam menanggulangi . permasalahan
penyaluran pupuk ‘bersubsidi yang
membuat penyauran terhambat  dan
tidak tepat sasaran.

.. SARAN

. Dinas Pertanian Kubu Raya dan atau
pihak UPTD dan pihak yang terkait
hendaknya terus menerus memantau
serta mengevaluas pel aksanaan
program penyaluran-.pupuk bersubsidi
tersebut,’ untuk melihat _kelemahan
ataupun Kekurangan yang- dirasakan
dalam implementasi kebijakan
perlindungan tersebut.... Dan  untuk
selanjutnya
melakukan
penyempurnaan terhadap kelemahan

diharapkan dapat

penyempurnaan-

proses pengimplementasiannya.
Khususnya pada pengawasan pihak
UPTD vyang ditugaskan mengawas
penyaluran pupuk bersubsidi disetiap
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kios maupun koperasi harapannya pihak
Dinas Pertanian Kabupaten Kubu
Rayamelalui UPTD vyang ditunjuk
beserta pihak Dinas Perkebunan
Kabupaten Kubu Raya dan para
Kelompok Tani melalui Gapoktan yang
telah mereka bentuk dapat saling
berkonsultass meminimalisir terjadinya
penyaltran pupuk bersubsidi yang tidak
merata sehingga.kedepannya para petani
perkebunan lebih ‘merasa dilindungi
hak-haknya:0leh pihak pemerintah.

. Kelompok sasaran khususnya para

petani  perkebunan kelapa sawit
swadaya mandiri hendakhya membantu
proses berjalannya kebijakan tersebut
dengan mengingatkan ataul melapor
kepada para pihak Dinas Perkebuhan
dan Dinas Pertanian setempat bahwa
desa tersebut belum mendapatkan
penyaluran ataupun telah terjadi
kecurangan dalam penyalurannya. Dan
lingkungan sosial juga  yang
menentukan keberhasilan implementas
tersebut. Untuk itu perlu adanya kontrol
sosial dari masyarakat sekitar demi
kelancaran...sprogram yang telah

diimplementasikan.

. Dinas Pertanian Kubu Raya selaku

pelaksana dalam Surat Keputusan
Permendag tersebut hendaknya terus
melakukan pengawasan kepada para
pihak-pihak pelaksana yang terkait
dalam kerjasama untuk mensukseskan
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pengimplementasian kebijakan tersebut.
Dan  sebailknya  turun
mel akukan

berlangsungnya  penyaluran  pupuk

langsung
pengawasan  terhadap
tersebut. Agar petani perkebunan dapat
merasakan hak-haknya dilindungi. Dan
hendaknya menindak tegas para pihak
UPTD yang

mel aksanakan tugas dengan semestinya.

ditunjuk agar

Dan menindak tegas para kios yang
telah bekerjasama dengan pihak Dinas
Pertanian:Kubu Raya agar menyalurkan
pupuk® bersubsidic sesua ‘ dengan
penerima hak-haknya.

4} Sebaiknya pihak pemerintah lebih tegas
dalam mengkontrol berjalannya suatu
kebijakan dan jangan ada kepentingan
pribadi..yang membuat suatu kebijakan
yang sudah baik mempengaruhi

implementasinya dilapangan.
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